BAB |
POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

PT Giri Jaladhi Wana ditunjuk oleh Pemerinah Kota Banjarmasin berdasarkan
Surat Keputusan Nomor 008/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 sebagai mitra kerja dalam
pelaksanaan kerja sama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan Pasar Sentra
Antasari, dengan perjanjian kerjasama Nomor 664/1/548/Prog; Nomor
003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998. Selanjutnya, dalam pelaksanaan
pembangunan Pasar Sentra Antasari, PT Giri Jaladhi Wana melakukan penyimpangan
dengan membangun 6.045 (enam ribu empat puluh lima) unit toko, kios, los, lapak dan
warung tanpa persetujuan Pemerintah Kota Banjarmasin dimana seharusnya PT Giri
Jaladhi Wana hanya membangun 5.145 (lima ribu seratus empat puluh lima) unit,
sehingga terjadi penambahan sejumlah 900 (sembilan ratus) unit. Penambahan 900
(sembilan ratus) unit tersebut dijual oleh PT Giri Jaladhi Wana dengan harga
Rp16.691.713.166,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh
ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) dan hasil penjualan tersebut tidak
disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Selain itu, PT Giri Jaladhi
Wana tidak membayarkan kewajiban untuk membayar retribusi dan penggantian uang
sewa ke kas daerah Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima

miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).



PT Giri Jaladhi Wana yang ditunjuk sebagai pengelola Pasar Sentra Antasari
dari  tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, tidak pernah membayar uang
pengelolaan Pasar Sentra Antasari dengan memberikan alasan melalui Direktur Utama
PT Giri Jaladhi Wana yaitu Stevanus Widagdo kepada Pemerintah Kota Banjarmasin
bahwa PT Giri Jaladhi Wana dalam pengelolaan Pasar Sentra Antasari mengalami
kerugian, padahal berdasarkan laporan keuangan pengelolaan Pasar Sentra Antasari
terkumpul dana sebesar Rp7.650.143.645,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta
seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). Padahal sebelum
dibangun menjadi pasar modern, Pemerintah Kota Banjarmasin menerima hasil
retribusi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari pengelolaan Pasar
Sentra Antasari. Berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan perbuatan PT Giri Jaladhi Wana tersebut telah merugikan keuangan negara
Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp7.332.361.516,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga

puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah).

Dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Sentra Antasari, PT Giri Jaladhi Wana
melalui Direktur Utamanya Stevanus Widagdo mengajukan kredit modal kerja kepada
PT Bank Mandiri, Tbk., akan tetapi dalam menggunakan fasilitas kredit modal kerja
dari PT Bank Mandiri, Tbk, PT Giri Jaladhi Wana melakukan berbagai penyimpangan
yang merugikan PT Bank Mandiri sebesar Rp199.536.064.675,65 (seratus sembilan
puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu enam

ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh lima sen). Berdasarkan penyimpangan-



penyimpangan yang dilakukan PT Giri Jaladhi Wana dalam hal pembangunan dan
pengelolaan Pasar Sentra Antasari serta dalam penggunaan fasilitas kredit modal kerja
dari PT Bank Mandiri, Tbk, atas perbuatan-perbuatannya tersebut PT Giri Jaladhi
Wana ditetapkan sebagai Terdakwa. Penetapan PT Giri Jaladhi Wana sebagai terdakwa
berawal dari putusan berkekuatan hukum tetap empat terdakwa sebelumnya yaitu
Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana, Direktur PT Giri Jaladhi Wana, mantan
Walikota Banjarmasin dan Kepala Dinas Pasar Kota Banjarmasin. Penanganan tindak
pidana korupsi penyalahgunaan pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari
ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan dilimpahkan ke Kejaksaan
Negeri Banjarmasin untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Banjarmasin.

1.2 Dakwaan
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas yaitu: Dakwaan

Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur-unsurnya
sebagai berikut:

1) Setiap orang termasuk korporasi;

2) Dengan melawan hukum;

3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;dan
5) Perbuatan dilakukan secara berlanjut.
Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur-unsurnya sebagai berikut:
1) Setiap orang termasuk korporasi;
2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukannya;
4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan
5) Perbuatan dilakukan secara berlanjut.
1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
1. Menyatakan PT Giri Jaladhi Wana telah terbukti bersalah melakukan beberapa
perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
perbuatan yang berlanjut yang melanggar Pasal 2 Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap PT Giri Jaladhi Wana dengan pidana denda sebesar

Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);



3. Menjatuhkan pidana tambahan penutupan sementara PT Giri Jaladhi Wana selama

6 (enam) bulan.

1.4 Pertimbangan Hakim
Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Dakwaan Primair:
1) Unsur setiap orang termasuk korporasi

a) Bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan
termasuk korporasi, yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum;

b) Bahwa sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yaitu dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas
nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;

¢) Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Stevanus Widagdo Direktur Utama
PT Giri Jaladhi Wana yang bertindak mewakili PT Giri Jaladhi Wana, dan setelah
pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya PT Giri
Jaladhi Wana dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa, berdasarkan

keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat.



d) Bahwa terdakwa PT Giri Jaladhi Wana merupakan badan hukum, maka terdakwa
dapat dikategorikan sebagai korporasi menurut Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

e) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah
terpenuhi.

2) Unsur secara melawan hukum

a) Bahwa sebagaimana pendapat jonkers, dalam perundang-undangan unsur
melawan hukum disebut dengan bermacam-macam istilah, biasanya disebut
dengan “melawan hukum” atau dengan tanpa hak, dengan tanpa izin, dengan
melampaui kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam
undang-undang;

b) Bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat
melawan hukum materiel dan sifat melawan hukum formil. Sifat melawan
hukum materiel artinya tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi
juga hukum yang tidak tertulis, sedangkan sifat melawan hukum formil adalah
unsur dari hukum positif yang tertulis saja yang dengan tegas disebutkan dalam

rumusan tindak pidana;



1.5 Putusan
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan
Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM tanggal 23 Mei 2011
memutuskan sebagai berikut:
MENGADILI
1) Menyatakan terdakwa PT Giri Jaladhi Wana telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut
sebagaimana Dakwaan Primair;
2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT Giri Jaladhi Wana oleh karena itu dengan
pidana denda sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT Giri Jaladhi Wana
selama 6 (enam) bulan.
1.6 Isu Hukum
Berdasarkan posisi kasus dan pertimbangan hakim sebagaimana telah diuraikan
diatas maka akan muncul isu hukum sebagai berikut : bagaimana efektivitas pidana

denda bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana?



